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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah:286) 

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang 

mereka ingin tahu hanya bagian success stories nya. Berjuanglah untuk 

diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa 

depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, 

tetap berjuang ya!” 

“Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah 

di cermin” 

(Anonim) 
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ABSTRAK 

ELVIANA KOMALA PUTRI. Pengaruh Kompetensi Aparatur 

Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kejelasan Sasaran 

Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di 

Moderasi Sistem Pengendalian Internal di Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan oleh fakta bahwa 

dana desa merupakan sumber pendapatan penting bagi desa untuk 

membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana 

desa seringkali tidak berjalan dengan baik karena minimnya 

pengawasan dan pengendalian yang memadai. Hal ini dapat berdampak 

pada penyalahgunaan dana desa atau penggunaannya yang tidak efektif. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur 

desa, pemanfaatan teknologi informasi dan kejelasan sasaran anggaran 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem 

pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan moderated regression analysis (MRA) yang diolah 

dengan software SPSS Versi 25. Menggunakan data primer dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuesioner 

serta menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang 

digunakan dalam penelitian sebanyak 56 orang yang diambil pada 7 

desa yang ada di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan 

kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya variabel moderasi sistem 

pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi 

aparatur desa, kemudian sistem pengendalian internal memperlemah 

pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa, serta sistem pengendalian internal memperlemah pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. 

 

Kata kunci : Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal  
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ABSTRACT 

ELVIANA KOMALA PRINCESS. The Influence of Village 

Apparatus Competence, Use of Information Technology, and 

Clarity of Budget Targets on Accountability of Village Fund 

Management in the Moderation of the Internal Control System in 

Ulujami District, Pemalang Regency. 

Accountability for managing village funds is based on the fact 

that village funds are an important source of income for villages to 

finance various development activities, public services and improve 

community welfare. However, village fund management often does not 

run well due to a lack of adequate supervision and control. This can 

result in misuse of village funds or their ineffective use. The aim of this 

research is to examine the influence of village apparatus competence, 

use of information technology and clarity of budget targets on 

accountability in managing village funds with the internal control 

system as a moderating variable. 

This research is a type of quantitative research using moderated 

regression analysis (MRA) which is processed with SPSS Version 25 

software. Using primary data with data collection techniques using the 

questionnaire distribution method and using purposive sampling 

techniques so that the sample used in the research was 56 people taken 

at 7 villages in Ulujami District, Pemalang Regency. 

The research results show that the use of information 

technology and clarity of budget targets has a positive and significant 

effect on accountability in managing village funds, while the 

competence of village officials does not significantly influence 

accountability in managing village funds. The moderating variable of 

the internal control system is not able to moderate the influence of 

village apparatus competence, then the internal control system weakens 

the influence of village apparatus competence on accountability for 

managing village funds, and the internal control system weakens the 

influence of clarity of budget targets on accountability for village fund 

management. 

 

Keywords: Village Apparatus Competence, Utilization of 

Information Technology, Clarity of Budget Targets, Accountability 

of Village Fund Management, Internal Control System 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini 

adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 

158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan 

Arab di  lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan 

tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan  huruf 

Latin : 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 Sad Ș es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ʼ koma terbalik (di atas) ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ˋ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

 = aَ ا 
 

 = ā أ 

 = iَ ا  = ai َا ي  = īإي 

 = uَ ا  = au َا و  = ūأ و 
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh: 

 ditulis   mar’atun jamīlah مرأةجميهت

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:  

 ditulis  fāṭimah  فاطمت

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh: 

 ditulis  rabbanā  ربنا

 ditulis  al-birr  انبر

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  انشمص

 ditulis  ar-rajulu  انرجم

 ditulis  as-sayyidah  انطيدة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah 

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ditulis  al-qamar  انقمر

 ditulis  al-badīʼ  انبديع

 ditulis  al-jalāl  انجلال

6. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. 

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di 

akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /`/. 

Contoh:  

 ditulis  umirtu  أمرث
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 ditulis  syai`un  شىء

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh:  

 

انَ  ي س  ان م  َو  ف واَان ك ي م  ا و  -Wa auf al-kaila wa   و 

almĭzān  

Wa auf al-kaila wal mĭzān 

 

˚َل¸َخ لي  Ibrāhĭm al   إ¸ب ر́ا ه̧ ي̊ و ا̊ 

Khalĭl  

    

 Ibrāhĭmul-Khalĭl 

 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam 

penulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf capital tidak digunakan. 

Contoh: 

دٌَ مَّ ح  اَم  م  ض ولٌَو  َر  إ لََّّ   Wa mā Muhammadun illā rasl 
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    نَ̧يََ̊ب̧وََلاََ̊فََاأل¸بَراه́˚دق́́ول´

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi 

ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid 

  

Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubĭn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa memainkan peran besar dalam upaya untuk memajukan 

pembangunan pemerintah karena signifikansi historisnya sebagai 

titik awal struktur politik dan pemerintahan di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia memulai mempromosikan desa yang 

berfungsi sebagai pintu masuk menuju pertumbuhan nasional 

ketika Undang-Undang No. 6 tahun 2014, tentang Desa, 

dikeluarkan. Kondisi ini dilakukan dengan memberi keistimewaan 

kepada desa yang dikenal sebagai otonomi desa, dimana 

masyarakat diberikan kewenangan untuk mengontrol dan 

mengelola pemerintahannya sendiri dengan tujuan meningkatkan 

taraf hidup warganya serta mengembangkan dan memajukan 

perekonomian desa (Andika & Wati, 2021). Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, pengelolaan keuangan 

desa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Desa. Tahap pelaporan, pelaksanaan, 

perencanaan. administrasi, dan akuntabilitas keuangan desa 

semuanya termasuk dalam siklus. 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan oleh fakta 

bahwa dana desa merupakan sumber pendapatan penting bagi desa 

untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan 

publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

pengelolaan dana desa seringkali tidak berjalan dengan baik karena 

minimnya pengawasan dan pengendalian yang memadai. Hal ini 

dapat berdampak pada penyalahgunaan dana desa atau 

penggunaannya yang tidak efektif. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 

Tahun 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam 

peraturan tersebut, desa diwajibkan untuk menyusun laporan 

keuangan dan melaksanakan audit atas pengelolaan dana desa. 

Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum mampu 
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menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Oleh karena itu, 

penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi 

penting untuk mengevaluasi sejauh mana desa telah memenuhi 

kewajiban tersebut dan bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di masa depan. 

Undang-Undang yang mengatur tentang akuntabilitas dana 

desa adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan dana desa, 

mekanisme pengawasan, serta kewajiban desa untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Dalam hal 

pelanggaran terhadap pengelolaan dana desa, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menetapkan sanksi yang 

berlaku bagi pihak yang melakukan pelanggaran, mulai dari 

teguran lisan hingga pencabutan dana desa. Hal ini bertujuan untuk 

menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik dan 

efektif. Tujuan pembentukan UndangUndang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 

No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang terdiri dari wakil-

wakil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah untuk 

meningkatkan derajat kemandirian desa melalui program dan 

prakarsa yang berkaitan dengan pembangunan desa dan 

peningkatan taraf hidup masyarakatnya. 

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang 

dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai 

praktik korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 

2022, ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sector tersebut dengan 

252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 

26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hokum 

pada tahun 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus 

dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di 

sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan 

dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan 

penerimaan desa. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor 

utilitas pada tahun 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor 

pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. 
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Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada tahun 

2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam 

dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Korupsi di sektor 

agraria tercatat sebanyak 31 kasus pada tahun 2022. Lalu, di sektor 

kesehatan dan sosial kemasyarakatan berturut-turut sebanyak 27 

kasus dan 26 kasus. 

Berikut adalah grafik pemetaan kasus korupsi di Indonesia 

tahun 2022: 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022) 

Sementara itu fenomena yang terjadi di salah satu desa 

Kabupaten Pemalang yaitu pada tahun 2023 Kepala Desa 

Glandang (MS) dan Bendahara Desa Glandang (H) ditahan oleh 

Kejari Pemalang karena dugaan korupsi dana desa. Kasus ini 

menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Selain itu, empat 

kepala desa di wilayah yang sama juga terlibat dalam korupsi dana 

bantuan keuangan khusus, menunjukkan masalah yang meluas 

dalam pengelolaan dana desa di daerah tersebut (Joglojateng, 

2023). Kepala Kejari Pemalang Fanny Widyastuti mengatakan, 

setelah ditahan beberapa waktu lalu atas kasus dugaan korupsi 

ADD, Kades Glandang MS dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan 

(Bendahara) H akan naik ke tahap dua yaitu persidangan. Di mana 
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mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi ADD yang 

ditaksir merugikan negara hingga Rp 590 juta. Kedua tersangka 

akan dituntut dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto. 

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto. pasal 64 ayat (1) KUHP. Di 

mana mereka diduga menggelapkan ADD dengan barang bukti 

kuitansi, dokumen, laptop, dan sejumlah berkas Peraturan Desa 

(Perdes). Karena hal itu, kedua tersangka terancam hukuman 

pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 

juta. Kedua tersangka akan dipindahkan di Rutan Semarang untuk 

memudahkan proses persidangan. Sesuai aturan proses penahanan 

terhadap kedua tersangka dilakukan selama dua puluh hari ke 

depan (Joglojateng, 2023). 

Skenario seperti di atas harus dipertimbangkan jika 

pengelolaan desa-desa Pemalang tidak berfungsi dengan baik 

karena kurangnya fungsi perencanaan dan pengendalian serta 

kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dan 

transparansi. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah 

harus secara konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan saling menghargai dalam hal pengalokasian dana, 

meskipun satu-satunya pengecualian dari prinsip tersebut adalah 

terciptanya rasa saling menghormati (Nadia, 2023). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat 

diterapkan untuk pedoman keuangan desa karena memuat berbagai 

prosedur untuk melakukannya, termasuk perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Berbeda dengan itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 

menyerukan penyelesaian 4 keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, dan disiplin. Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 

kecamatan dan 211 desa, dan masing-masing mendapat manfaat 
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desa. Perangkat Desa perlu menggunakan kewenangannya untuk 

membantu Kepala Desa dalam menangani dan mengelola dana 

desa. Hal ini dikarenakan Perangkat Desa dan Kepala Desa belum 

memiliki keahlian yang diperlukan dalam bidang pengelolaan 

usaha, kebijakan umum, dan pengelolaan sumber daya keuangan 

Desa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan 

dana desa antara lain kompetensi aparat pengelola dana desa yang 

kompeten. Kompetensi aparat pengelola dana desa memang nyata 

dibutuhkan agar tata kelola dana yang bertujuan untuk peningkatan 

beragam sudut pandang akan tercapai dengan pengetahuan, 

kecerdasan, serta keterampilan tak lupa didasarkan atas perilaku 

yang baik untuk mendorong pembangunan desa yang optimal 

(Dewi & Gayatri, 2019). Faktor kedua yaitu pemanfaatan teknologi 

informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan 

sebab akan memberikan berbagai kemudahan untuk suatu 

organisasi dalam menyelesaikan kewajiban, tugas serta pekerjaan. 

Faktor ketiga yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran 

sangat penting bagi organisasi untuk mempermudah dalam 

mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan dari suatu 

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Yuliastuti & 

Riharjo, 2020). Faktor keempat adalah sistem pengendalian 

internal yang baik juga merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, 

pihak desa harus menerapkan mekanisme pengendalian internal 

yang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan 

dana desa (Nadia, 2023). 

Kompetensi aparat pengelola dana desa yang terampil dan 

kompeten merupakan salah satu hal penting dalam mengelola dana 

desa yang akuntabel dan efektif. Berdasarkan pendapat (Aziiz, 

2019), Salah satu prinsip dasar tata kelola, akuntabilitas, adalah 

proses membangun kepercayaan publik dalam berbagai inisiatif 

yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah yang melayani 
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kepentingan publik. Sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT 

dalam QS Al-Anfaal (08;27):  
َ وَالرَّسُوْلَ وَتََوُْنُ وْْٓا امَٰنٰتِكُمْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ   ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََ تََوُْنوُا اللّّٰ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal 

8 : 27)  

 

Kandungan ayat tersebut terkait dengan arahan yang 

dikeluarkan untuk setiap orang, terutama dalam konteks 

pemerintah yang dipercayakan oleh rakyat untuk menjalankan 

pemerintahan secara efektif. Mereka diberikan kepercayaan dan 

tanggung jawab untuk mengupayakan kepentingan masyarakat, 

dan ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Allah SWT 

dengan tegas juga melarang tindakan khianat, yang berarti bahwa 

larangan dalam Al-Quran memiliki makna bahwa tindakan tersebut 

harus dihindari dan diharamkan, seperti korupsi dalam 

pemerintahan. Ketika korupsi terjadi, ini berarti bahwa pihak yang 

terlibat telah melanggar amanah yang telah diberikan oleh rakyat, 

dan tindakan ini mendapat laknat Allah SWT. Perangkat pengelola 

dana desa memiliki tingkat kompetensi yang nyata. Diantisipasi 

bahwa penggunaan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan 

mereka, ditambah dengan sikap positif untuk mempromosikan 

pembangunan desa yang optimal, akan memungkinkan mereka 

untuk mencapai tata kelola dana yang berupaya meningkatkan 

berbagai sudut pandang (Dewi & Gayatri, 2019). Hasil penelitian 

(Polutu et al., 2022)
 
menyatakan bahwa

 
secara pursial kompetensi 

aparat pengelola desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan (Panjaitan et al., 

2022) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur secara parsial 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan 

Parsaoran sibisa. 
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Pemanfaatan teknologi informasi juga penting untuk 

mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam 

menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah 

harus siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi 

memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih efisien dan 

memudahkan akses informasi serta komunikasi antara pemerintah 

dan masyarakat. Pengertian teknologi informasi sesuai (Sutabri, 

2014) Teknologi informasi ialah alat diperkerjakan untuk 

menyiapkan data, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan, manipulasi dan penyimpanan data menggunakan 

berbagai teknik untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi 

yang sesuai untuk digunakan dalam pengaturan bisnis, 

pemerintahan, dan pribadi serta berfungsi sebagai pertimbangan 

strategis untuk pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan 

(Audia, 2023) dan (Andika & Wati, 2021) menunjukkan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Kejelasan sasaran anggaran secara jelas diperlukan untuk 

pengelolaan dana desa. Anggaran adalah suatu rencananya disusun 

secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit 

moneter meliputi semua kegiatan perusahaan yang dilaksanakan 

dalam jangka waktu tertentu salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran 

anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berdampak pada 

pemaksimalan penggunaan anggaran, sehingga dengan adanya 

sasaran anggaran maka akan mempermudah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang 

dilakukan oleh aparat desa (Dwipayani & Hutnaleontina, 2022). 

Sejauh mana tujuan anggaran disediakan secara jelas dan tepat 

sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai 

tujuan dapat memahami anggaran disebut sebagai kejelasan 

anggaran (Kenis, 1979). Ini akan memotivasi pekerja untuk 

melaksanakan upaya terbaik mereka untuk mencapai tujuan yang 

dimaksudkan, yang akan berpengaruh pada pengelolaan 
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akuntabilitas dana desa. Pada penelitian (Wardana, 2022) dan 

(Estrilia, 2022) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Sedangkan pada penelitian (Audia, 2023) variabel 

kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimoderasi oleh sistem 

pengendalian internal. Meskipun aparat pengelola dana desa yang 

kompeten penting untuk memastikan pengelolaan dana desa yang 

baik, namun tidak adanya sistem pengendalian internal yang baik, 

kemampuan aparat tersebut masih dapat diabaikan atau 

dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, sistem pengendalian 

internal yang baik dapat membantu memaksimalkan potensi 

kemampuan aparat pengelola dana desa yang kompeten dan 

meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana desa. 

Dalam hal ini, untuk mencapai akuntabilitas yang optimal dalam 

penanganan dana desa, kemampuan aparat pengelola dana desa dan 

proses pengambilan keputusan sistem pengendalian internal harus 

bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain.  

Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Dengan hal ini, proses pengendalian 

internal dapat membantu untuk memastikan bahwa teknologi 

informasi yang digunakan sudah sesuai dengan aturan dan standar 

yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dapat 

meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi (Nadia, 2023). Dengan demikian, 

pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif 

untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem 

pengendalian internal juga dapat memoderasi pengaruh kejelasan 

sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Dalam hal ini, sistem pengendalian internal dapat membantu 

memastikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dilakukan dengan 

tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem pengendalian 
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internal juga dapat meminimalkan risiko kesalahan atau 

penyalahgunaan dana desa yang terkait dengan kejelasan sasaran 

anggaran.  

Pemerintah memberikan dana puluhan miliar bahkan 

triliunan rupiah setiap tahunnya untuk dikendalikan masyarakat 

desa yang disebut dana desa yang asalnya dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk 

pemerataan pembangunan desa dan mengurangi kemiskinan serta 

kesenjangan. Pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp 60 

triliun di 2018. Lalu meningkat di tahun 2019 yaitu Rp 70 triliun, 

dan naik lagi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 71,19 triliun. Data 

tersebut di peroleh dari Kementrian Keuangan. Dengan jumlah 

dana yang begitu besar tersebut juga sangat beresiko terjadi 

penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi pemerintah desa 

yang terkait dana desa itu sendiri. Pada beberapa keadaan, 

penggunaan Dana Desa rawan bertentangan dengan pihak yang 

seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat untuk membangun desa 

menjadi lebih maju dan sejahtera. Ketika sejumlah anggaran cukup 

besar yang diberikan kepada desa melalui dana desa, oleh karena 

itu muncul pertanyaan apakah desa beserta angota yang ada 

mampu menjalankan amanah dalam mengelola anggaran tersebut 

dengan bijak dan baik. 

Melihat latar belakang serta fenomena tersebut, peneliti 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem 

Pengendalian Internal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten 

Pemalang”. 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan dalam studi ini 

dinyatakan sebagai berikut:  

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengarh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ulujami? 
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2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ulujami? 

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ulujami? 

4. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh 

kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa? 

5. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

6. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa? 

C. Tujuan dan Manfaat  

Berikut yang menjadi tujuan dan manfaat dari studi ini yaitu: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur 

desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian 

internal memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang 

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian 

internal memoderasi pengaruh pemanfaatanteknologi informasi 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang 

6. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian 

internal memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran 
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terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang 

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian proposal ini: 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil studi ini bisa menaikan kompetensi aparatur desa 

melalui pelatihan dan pendidikan terkait memberikan 

manfaat praktis dalam pengelolaan dana desa. Dengan 

peningkatan kompetensi, mereka akan mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna 

mengelola dana desa dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini 

akan memastikan bahwa dana desa dipergunakan secara 

optimal dan sinkron dengan kebutuhan masyarakat, 

mengurangi risiko penyalahgunaan dana, dan meningkatkan 

efisiensi pengelolaan dana desa secara keseluruhan. 

b. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai alat 

pembelajaran untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan 

yang akan membantu mereka menerapkan ide yang telah 

mereka pelajari dan melakukan penelitian lain. 

c. Dapat berfungsi sebagai dasar untuk perbandingan dalam 

studi selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil sudi ini diharapakan dengan kompetensi yang tinggi, 

aparat pengelola dana desa akan memiliki pemahaman yang 

baik perihal tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan 

dana desa, serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi 

yang harus dijunjung tinggi. Ini akan bermanfaat 

menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang 

berintegritas dan bisa menambah kepercayaan publik 

terhadap pengelolaan dana desa secara teoritis.  

b. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan dana 

desa dan prinsip-prinsip akuntabilitas, aparat pengelola dana 

desa akan mampu menjalankan tugas mereka dengan penuh 

integritas dan menjaga transparansi dalam pemanfaatan uang 

daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat akuntabilitas 

pengelolaan dana desa secara keseluruhan. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan studi ini dibagi menjadi beberapa bab, 

yang masing-masing memiliki kerangka kerja antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang 

akan diteliti, kemudian rumusan masalah berupa 

pertanyaan penelitian dan tujuan studi yaitu untuk 

mengetahui sesuatu yang ingin capai. Kemudian 

ada juga manfaat yang berisi harapan peneliti agar 

penelitian ini dapat berfungsi bagi banyak pihak. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, yang tercakup dalam bab ini, 

menguraikan variabel dan dasar-dasar teoritis 

masalah penelitian yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Kerangka teoritis ini juga mencakup 

definisi, referensi literatur ilmiah yang relevan 

yang digunakan dengan table atau gambar dan 

yang terakhir yaitu hipotesis yang berisi dugaan 

atau pernyataan sementara dari suatu masalah yang 

diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mencakup sampel dan populasi penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan variabel penelitian dan definisi operasional 

yang digunakan untuk mengumpulkan informasi 

untuk penggunaan dan tujuan tertentu.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas topik-topik diantaranya yaitu 

gambaran umum objek penelitian, data responden 

secara umum, analisis data, dan pembahasan 

temuan masing-masing variabel. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini mencakup kesimpulan dari seluruh hasil 

pembahasan. Bab ini juga akan membahas 

implikasi dari studi ini terhadap studi lebih lanjut, 
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memberikan saran kepada pembaca terkait 

penelitian yang telah dilakukan, serta menyajikan 

daftar pustaka yang digunakan selama penelitian. 

Selain itu, bab ini juga akan mencantumkan 

lampiran-lampiran penting yang mendukung hasil 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan dan 

dijelaskan secara rinci pada bab diatas, sehingga dapat 

menyimpulkan bahwa sebagai berikut: 

1. Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini 

dikarenakan tidak semua aparatur paham akan pengelolaan dana 

desa dan faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi 

tingkat akuntabilitas. Faktor lain tersebut antara lain kebijakan 

dan prosedur yang jelas, sistem pengendalian internal yang 

efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan 

pengelolaan dana desa.  

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan sistem 

yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, informasi 

keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait dan 

masyarakat umum, memungkinkan pengawasan yang lebih 

efektif dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa.  

3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan adanya 

sasaran anggaran yang jelas memungkinkan pengawas dan 

pemangku kepentingan untuk memantau pencapaian tujuan 

dengan lebih efektif. Ini mendorong transparansi dan 

pertanggungjawaban yang lebih besar dalam penggunaan dana 

desa, mengurangi risiko pengalokasian dana yang tidak tepat 

atau penyalahgunaan.  

4. Sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi 

pengaruh kompetensi aparatur desa tehadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, dengan kata lain, sistem pengendalian 

internal yang diterapkan di desa-desa belum efektif dalam 

membantu aparatur desa yang kompeten untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ini mengindikasikan 
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bahwa ada kelemahan dalam desain atau implementasi sistem 

pengendalian internal yang perlu diperbaiki agar dapat lebih 

mendukung kompetensi aparatur desa dalam mencapai 

pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. 

5. Sistem pengendalian internal memperlemah pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, arah negative dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adanya aparatur desa kurang 

memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan 

teknologi informasi dengan maksimal. Jika pengendalian 

internal tidak mendukung pelatihan yang memadai, 

pemanfaatan teknologi tidak akan optimal.  

6. Sistem pengendalian internal memperlemah pengaruh kejelasan 

sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal 

yang diterapkan di desa-desa belum optimal dalam mendukung 

kejelasan sasaran anggaran untuk mencapai tingkat akuntabilitas 

yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana desa. Dengan 

demikian, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, perlu ada perbaikan signifikan dalam sistem pengendalian 

internal agar dapat berfungsi secara efektif dalam memoderasi 

pengaruh kejelasan sasaran anggaran.. 

B. Keterbatasan 

Penelitian telah dilakukan dan disesuaikan dengan jelas yang 

tentunya masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

ada beberapa keterbatasan di penelitian yang sudah dilakukan pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Keterbatasan pada variabel penelitian, peneliti hanya 

mempergunakan variabel kompetensi aparatur desa, 

pemanfaatan teknologi informasi, serta kejelasan sasaran 

anggaran, maka dari itu ada kemungkinan variabel lain dapat 

berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa 

2. Keterbatasan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan 

kepada responden ada beberapa yang tidak kembali karena 

hilang, responden juga tidak mengisi kuesioner dengan 
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sungguh-sungguh. Dikarenakan responden memiliki 

pemahaman yang berbeda. 

3. Keterbatasan dalam mencari referensi yang sesuai dengan 

penelitian. Untuk penelitian yang variabel sistem pengendalian 

internal dimoderasi sangat minim. 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan penelitian maka 

ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas objek penelitian dan 

bisa menggunakan objek yang belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan teknik wawancara 

untuk melengkapi agar tidak hanya menggunakan kuesioner 

untuk dapat mengantisipasi bagi responden yang tidak objektif 

dalam mengisi kuesioner. 

3. Bagi peneliti selanjutnya harus menambah jumlah data sampel 

supaya lebih akurat hasilnya dari penelitian sebelumnya. 

D. Implikasi  

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan sebagai 

referensi rujukan peneliti selanjutnya tentang kompetensi 

aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan 

sasaran anggaran, akuntabilitas pengelolaan dana desa serta 

sistem pengendalian internal. Walaupun didalam penelitian ini 

tidak semua variabel memberi pengaruh pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dan tidak dimoderasi oleh sistem 

pengendalian internal. Selain itu, penelitian yang dilakukan ini 

diharapkan bisa bermanfaat pada ilmu pengetahuan terkait teori 

agensi yang berhubungan dengan pemerintahan dan 

pengelolaan. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi praktis bagi 

pemerintah daerah agar akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa 

ditingkatkan. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pemalang 

hasil penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi suatu bahan 
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untuk melakukan suatu evaluasi Desa Kecamatan Ulujami 

terutama didalam proses pengelolaan dana desa sehingga 

kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai 

dengan baik. Selain itu bagi Desa Kecamatan Ulujami dalam 

melaksaksanakan akuntabilitas pengelola dana desa dapat 

meningkatkan kinerjanya sehingga pertanggungjawabannya 

kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan informasi 

dan kejelasan sasaran anggaran akan pengelolaan dana desa 

dapat terpenuhi.  
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